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INTISARI

Pembahasan APBD merupakan proses yang sangat kompleks. Hal ini Nampak meski
telah adan aturan yang mengatur tentang mekanisme pembahasan anggaran namun tetap saja
di dalamnya sarat dengan pola relasi kepentingan para elit Eksekuti dan Legislatif. Dengan
adanya aturan hukum tentang mekanisme pembahasan perda APBD maka yang terjadi ialah
pola relasi elit yang relatif demokratis dan transparansi sehingga melahirkan anggaran yang
aspiratif. Faktanya, banyak terbit APBD Kabupaten Buru Selatan yang bermasalah (tidak
tepat waktu) yaitu dari tahun pembahasan 2010 sampai 2015 selalu terjadi tarik ulur
kepentingan yang mengakibatkan keterlambatan penetapan APBD. oleh karenya menjadi
penting untuk dilakukan studi tentang (1) pola relasi Eksekutif dan Legislatif pada proses
pembuatan APBD Kabupaten Buru Selatan. (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
Pola Relasi Eksekutif dan Legislatif pada pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun
2015.

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka harus dilakukan analisis secara
komprehensif untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif. Studi deskriptif kualitatif ini
berfungsi untuk menjelaskan dan membaca pola relasi antara eksekutif dan legislatif dalam
melakukan tahapan-tahapan pembahasan APBD. Teknik pengumpulan data yang digunakan
ada beberapa yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan menggunakan bahan-bahan yang
terkait. Pendekatan yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer
adalah sumber data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti,
sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen tertulis, arsip maupun yang lainnya pada instansi atau lembaga yang berhubungan
dengan penelitian. Dalam menentukan hasil penelitian tentang pola relasi yang terjadi maka
menggunakan teori pola interkasi dalam kekuasaan model stone yang yaitu Model interaksi
Decisional, model interkasi Anticipated Reaction, Interaksi Nondecisional Making, Interaksi
Sytemic. Dan teori model ROCCIPI (Rule, Capacity, Comunication, interest, process,
ideologi).

Berdasarkan Deskripsi temuan hasil penelitian dan hasil analisis dapat disimpulkan
bahwa pola relasi Eksekutif dan Legislatif pada Pembahasan APBD Tahun 2015 sebagai
berikut: Pertama, ditemukan tiga pola interaksi eksekutif dan legislatif yaitu akomondasi,
dominasi, dan kompromi namun di antara ketiga pola interaksi dari keseluruhan pembahasan
kebijakan anggaran ditemukan adanya proses pola yang lebih mendominasi. Kedua, Pola
Interaksi Decesional Yaitu Pola pertentangan yang berlangsung pada perumusan (KUA) dan
(PPAS) sehingga mengakibatkan keterlamabatan penetapan APBD, pola interakasi kekuasaan
yang terjadi tawar menawar (barganing) untuk melakukan pertukaran kepentingan legislatif
kepada Eksekutif yang tidak diakomodir Pada (RKA) SKPD.Ketiga, pola interkasi
Anticipated Reaction yaitu Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menerima kepentingan
DPRD yang mejadi rekomendasi Reses untuk menjaga kestabilan pembahasan APBD Tahun
2015.Keempat, Pola interaksi Non Decisional yaitu pihak legislatif menolak melakukan
pembahasan KUA dan PPAS karena dari pihak eksekutif tidak menyerahkan dokumen
Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari masing-masing SKPD. Sedangkan Fakto-faktor ang
mempengaruhi Pola Relasi eksekutif dan legislatif pada pembahasan APBD Tahun 2015
yaitu Personal Background dan political Background.

Kata Kunci: Relasi Eksekutif-Legislatif, Legislasi Daerah, Proses Legislasi
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ESSENCE

Discussion of budget is a very complex process. It seems despite adan rules governing
mechanism of the budget discussion, but still in it loaded with a pattern of relations interests
of the elite executive branch and the Legislature. With the rule of law on the mechanism of
regulation discussion of the budget then there is the relationship patterns of elite relatively
democratic and transparency that gave birth aspirational budget. In fact, many South Buru
district budget issue is problematic (mistimed), namely from the year 2010 to 2015
discussions always happen tug of interests that result in a delay of APBD. by therefore be
important to do a study on (1) the pattern of the executive and legislative relations in the
process of making South Buru district budget. (2) What factors are affecting the Executive
and Legislative Relationship Patterns on the discussion of South Buru district budget in 2015.

To answer these problems then it should do a comprehensive analysis to find facts on
the ground. So that the method used in this research is descriptive qualitative. This qualitative
descriptive study serves to explain and read the pattern of relationship between the executive
and the legislature in making the stages of budget discussions. Data collection techniques
used there were a few of observation, interviews, documentation and use materials related.
The approach used is primary and secondary data. The primary data source is the source of
data obtained directly from the respondent or the object under study, while the secondary data
source is the source of the data obtained through written documents, archives or any other
agency or institution related research. In determining the results of research on the
relationship pattern that happens then using the theory of interaction patterns in the power of
the stone models, namely Model decisional interaction, interaction models Anticipated
Reaction, Making Nondecisional Interactions, Interactions Sytemic. And theoretical models
ROCCIPI (Rule, Capacity, Communications, interest, process, ideology).

Based on the description research findings and analysis is concluded that the patterns
of relationship the Executive and the Legislature on the discussion of the budget in 2015 as
follows: Firstly, there were three patterns of interaction of the executive and legislative
branches, namely akomondasi, domination, and compromise but among three interaction
patterns of the overall policy discussion found their budget process that is more dominating
pattern. Secondly, the pattern of interaction Decision of disagreement that took place in the
formulation (KUA) and (PPAS) resulting late determination of the budget, the pattern of the
interaction of power that occurred bargaining to exchange the legislature’s interest to the
executive who are not accommodated On (RKA) SKPD. Thirdly, patterns of interaction
Anticipated Reaction of South Buru District Government receives the benefit of parliament
who form the recess recommendation to maintain the stability of the Year 2015. Fourthly,
discussion of budget, non-decisional interaction pattern that the legislature refuses to KUA
and PPAS discussion because of the executive did not submit documents Plans Work Budget
(RKA) from each SKPD. While factors influencing ang Relationship Patterns executive and
legislative discussion of budget 2015 namely Personal Background and political Background.

Keywords: Executive-Legislative Relations, Process Legislation, Regional Legislation
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